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BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAMAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN
TERHADAP INSPEKTORAT, PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGAWASAN, PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGAWASAN, PUSAT INFORMASI PENGAWASAN, PUSAT
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, DAN PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEFPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan
dan kebutuhan orgenisasi, perlu menelapkan
Peraluran Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan ienfang Pcrubahan Peraturan
Kepala Badan Pengawasan  Keuangan dan
Pembangunan Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Terhadap Inspcktoral, Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat
Penclitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat
Informasi Pcngawasan, Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan
FPengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingal : 1. Peraturan Pemcrintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendahan Intern Pemerinlah
{(Lembaran Ncgara Tahun 2008 Nomeor 127,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

2 Keputusan
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Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Crganisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
sebagaimana telah beberape kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2013 tentang Pcrubahan Ketujuh atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Keria Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10J;

Keputusan Kepala Badan Pengawasan
Keuvangan dan Pembangunan Nomor KEP-
06.00.00-08C/K/2001 tentang Crganisasi dan
Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan;

. Keputusan Kepala Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-
06.00.00-286/K/20C1 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor 11 Tshun 2013
tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Kepala
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-
286/K/2001 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 332);

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Aceh, Daerah Istmewa
Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Tenggara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kepala .
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Kepala Badan Pcngawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Perubsahan Peraturan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perwakilan Badan Pecngawasan
Keuangan dan Pembangunan Acch, Daerah
Isiimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi
Tenggara ([Berita Negara Republik I[ndonesis
Tahun 2014 Nomor 1261];

. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014
tentang Tata  Kerja  Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembanpunan
{Berita Negara Kepublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1241);

. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan WNomor 20 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan  Provinsi  Kepulauwan Riau,
Provinsi Kepulanan Bangka Belitung, Provinsi
Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggpara
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi
Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi
Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor
1366);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBINAAN TERHADAF INSPEKTORAT, PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN,

Pusat...
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PUSAT  PENELITIAN DAN PENGEMBANCAN
PENGAWABAN, PUSAT INFORMASI PENGAWASAN,
PUSAT PEMBINAAN  JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR, DAN PERWAKILAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pagal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4
Tahun 2014  tentang Pembinaan  terhadap
inspektorat, DPusat Pendidikan dan  Pelatihan
Pengawasan, Pusat Pendlitian dan Pengembangan
Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusal
Pcmbinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan
Perwakilan DBadan Pengawasan Kcuangan dan
Pcmbangunan  sehingga menjadi scbagaimana
tercanium dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini  berlaku sejuk  tanggal
diandangkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 September 2014

KEPALA BAIDAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ktd.

MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta

pada tanpggal 15 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HHAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1562

Salinan sesual dengan aslinya,
Kepala Hirﬂl-iukum dan Hubungan Masyarakat

-
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TRIYONO HARYANTO
NIP 19591002 198201 1 001



LAMPIRAN  PERATURAN KEPALA
BPKP NOMQOR 23 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA
BPFKF NOMOR 4 TAHUN 20149
TENTANG PEMBINAAN TERHADAP
INSPEKTORAT, PUSAT PENDIDIKAN
DAN  PELATIHAN  PENGAWASAN,
PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PENGAWABSAN,
PUSAT INFORMAS] PENGAWASAN,
PUSAT PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR, DAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DAFTAR PEMBINA WILAYAH UNIT KERJA ESELON 1l
DI LINGKUNGAN BPKP

Pembina | Unit Kerja Eselon I}
1. Sekretaris Utama | 1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pecnpgawasan

2) Pusat Pembinaan Jabatan
| Fungsional Auditor
3) Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Selatan
4) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Tenggara
5] Perwakilan BPKP Provinsi Banten
B) Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
2 Deputi Kepala BPKP Bidang ' 1) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera |

Pcngawasan Instansi Selatan

Pemerintgh Bidang 2) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Pcrckonormian 3] Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Timur

4] Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur

2] Perwakilan...




Pembina

3. Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang Politik,

Sosial, dan Keamanan

4. Deputi Kepala BPKP Bidang |

Pengawasan
Penvelenggaraan Keuangan

i Daerah

5. Deputi Kepala BPKP Bidang
Akuntan Negara

Unit Kerja Eselon 11

5} Perwakilan BPKP Provinsi Nusa
Tenggara Barat

6) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

1) Pusat Penelitian dan Pcﬁn_lbangan
Pengawasan

2] Perwalkilan BPKF Provinsi Jambi

3) Perwakilan BPKP Daerah [stimewa
Yogyakarta

4} Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Barat

5] Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Sclatan

6) Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau

7) Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Barat

1) Pusat Informasi Pengawasan

2) Perwakilan BPKF Aceh

3) Perwakilan BPKP Provinst Riau

4) Perweakilan BPKP Provinsi Jawa
Barat

o) Perwakilan BPKF Provinsi Sulawesi
Utara

6} Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Utara

1) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera |
Utara

2) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah

3) Perwalalan BPKP Provinsi Bali

4] Perwakilan BPKP Provinsi Nusa
Tenggara Timur

9) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

6) Perwalkilan BPKP Provinsi

Kalimantan Tengah

. Deepiitl




Pembina Unit Kerja Eselon 11
. Deputi Kepala BPKP Bidang | 1) Inspektorat

Investigasi 2] Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Barat

3) Perwakilan BPKP Provins: Bengkulu

4) Perwakilan BPKP Provins: Daerah
Khusus lbukota Jakarta

9) Perwakilan BI'KF Provinsi Sulawcsi

: Tengah
6) Perwaklan BPKP Provinsi Papua
7) Perwakilan BPKP Provins: Sulawesi

Barat

KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
Ltd.

MARDIASMO

Salinan seguai dengan aslinya,
Kepala Birg Hukum dan Hubungan Masyarakat
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TRIYONO HARYANTO
NIP 19591002 19820] 1 00}



